
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TESIS                                                PERJANJIAN PEER TO ….        MARISKA BUDIALIM v 

ABSTRAK 
 

Peer to Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan antara 
pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.  Peer to Peer Lending dituangkan 
dalam bentuk perjanjian yang pada umumnya adalah sama dengan perjanjian 
pinjam meminjam uang, namun perjanjian Peer to Peer Lending memiliki 
kekhususan tersendiri karena objeknya berada pada ruang siber atau dunia maya.  
Mengacu pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 
BW, harus ada syarat subyektif yang dipenuhi, salah satunya yaitu kecakapan para 
pihak. Kecakapan meliputi usia dan kewenangan bertindak. Sesuai asas nemo 
plus, seseorang tidak dapat bertindak melebihi hak dan kewenangannya. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur adanya harta bawaan 
dan harta bersama dalam perkawinan. Mengenai harta bersama suami atau istri 
dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Utang yang diperoleh oleh 
Debitur termasuk sebagai harta bersama, dan dengan adanya perjanjian pinjam 
meminjam uang, harta bersama juga diposisikan sebagai jaminan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 BW. Pendekatan masalah yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  Penelitian 
ini menemukan bahwa dalam praktiknya, dalam membuat perjanjian Peer to Peer 
Lending, pihak penyelenggara tidak mewajibkan persetujuan suami atau istri 
Debitur sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subyektif yaitu 
kecakapan. Tidak dipenuhinya syarat subyektif menyebabkan perjanjian tersebut 
dapat dibatalkan. Perjanjian yang dibatalkan harus mengembalikan seluruh 
keadaan seperti semula. 
 
Kata Kunci: Peer to Peer Lending, asas nemo plus, persetujuan suami atau istri, 
harta bersama. 
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ABSTRACT 
 

Peer to Peer Lending is a platform that connects and brings lender and 
borrower together. Peer to Peer Lending is poured into an agreement that is 
basically same as a loan agreement, but what makes Peer to Peer Lending 
different is that its object is in the cyberspace. According to Burgerlijk Wetboek 
Article 1320, agreement has to fulfil subjective terms, one of them is the prowess. 
Prowess includes age maturity and authority to act. According to nemo plus 
principle, one cannot act above his rights and authority.  Marriage Constitution in 
Indonesia which is Law Number 1 Year 1974 sets the presence of own treasure 
and joint treasure. For joint treasure, husband or wife can only act with his or her 
marriage partner’s approval. In the meantime, the loan that the borrower gets is 
also counted as joint treasure, and according to Burgerlijk Wetboek Article 1131, 
joint treasure is also set as general collateral. The approach to the problem used in 
this research is the statute approach and conceptual approach. This research found 
that in the making of Peer to Peer Lending contract or agreement, the approval of 
the borrower’s marriage partner is not a must, which brings to an unfulfillment of 
one of the subjective terms, which is the prowess. Unfulfillment of subjective 
terms leads to a voidable contract and a void contract must restore the whole 
situation to its original state. 
 
Keywords: Peer to Peer Lending, nemo plus principle, husband or wife’s 
approval, joint treasure. 
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